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LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

J1. Jambukarang No. 8 Telp (0281) 891450 Purbalingga 53311

Purbalingga, 28 Desember 2023

Nomor : 071/395/2023 Kepada Yth.
Perihal : Izin Penelitian 1. Sekretaris Sekretariat Dprd
di

PURBALINGGA

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga Nomor 071/425/2023 tanggal 27 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak / Ibu akan dilaksanakan

Penelitian / Pra Survey oleh :

Nama : Asniar Ridha Indana

NIM/NIDN/NIP : 11000120120129

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bancar, rt.03 rw.05, Purbalingga RT 03/ RW 05 Kec. Purbalingga, Kab.

Purbalingga

E-Mail / No.HP : asniar.ra@gmail.com /081903782215

Lokasi : Kabupaten Purbalingga

Judul / Tujuan  : FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN
PURBALINGGA

Waktu : Desember 2023 - Maret 2024

Catatan t-

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan
untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan
hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan
menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan
terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001
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Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang dan Politik

2. Pimpinan UNIVERSITAS DIPONEGORO
3. Sdr. Asniar Ridha Indana
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Purbalingga, 27 Desember 2023

Kepada
: 071/425/2023
bi Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten
: biasa )
. 1 (Satu Berkas) dP'urbalmgga
i

: Izin Penelitian
T PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir
Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/425/2023 atas Nama : ASNIAR RIDHA
INDANA Dengan Judul : FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM BIDANG
PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
<script>alert('Jabatan')</script>

<SCRIPT>ALERT('PANDI')</SCRIPT>
<script>alert('Pangkat’)</script>
NIP. 196907171991011001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga

2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. Asniar Ridha Indana
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 071/425/2023

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan :  Surat Dari UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor : 517/UN7.FI/AK/XII/2023 Tanggal

20 Desember 2023,

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Asniar Ridha Indana
NIM/NIDN/NIP : 11000120120129
Alamat . Bancar, r1.03 rw.05, Purbalingga RT 03 RW 05, Kec. Purbalingga, Purbalingga,
Jawa Tengah.
Untuk : Melakukan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Judul Penelitian : FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN

PURBALINGGA
b. Bidang Penelitian : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
c. Waktu Penelitian . Desember 2023 - Maret 2024
d. Penanggung Jawab : Asniar Ridha Indana
e. Status Penelitian : Baru
f. Anggota Peneliti Do
g. Nama Lembaga : UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a.

b.

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang
akan dijadikan sebagai obyek lokasi;

Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu
kestabilan pemerintah;

. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala KantorKesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Purbalingga;

. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai,

perpanjang waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian
sebelumnya;

. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
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An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
<script>alert('Jabatan')</script>

<script>alert('Pandi')</script>
<script>alert('Pangkat’)</script>
NIP. 196907171991011001
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